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ABSTRAK

NOVHITA DEWI ANGGARIKSA PUTRL Implementasi Etika Pemerintah Dalam
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pokok Pelayanan Publik di Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa (Dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Ahmad Harakan).

Pemerintah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai tugas dan
fungsi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Untuk pelaksanaan
pelayanan tentunya ada sikap maupun etika serta tindakan yang ditunjukkan
pemerintah sebagai salah satu acuan dalam melayani masyarakat, Kemampuan
pegawai dengan kondisi Iingkungan pemerintahan pada pelayanan publik menjadi
tugas pokok sebagai pelayan masya /\ anan publik dapat diartikan sebagai
pemberian layanan (melayani) kej /- ng alz u masyarakat yang mempunyat
kepentingan pada organisasi itll Ses N okok dantatacarayangtelah
ditetapkan. Upaya ment ,./ aiNegeri Sipil (PNS) sebagai
aparatur pemerintahafd P selalu siap sedia
menjalankan tug S' M!-.- bmk Tujuan
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan publik merupakan suatu tuntutan bagi pemerintah di dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pokok sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

untuk menyediakan ruang bagi masvarakat vang mebutuhkan pelayanan.

« meningkatkan pelavanan
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pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknyva pada pelayanan publik harus
berlandaskan pada aturan yang mencerminkan sikap baik pada masyarakat.
Etika pemerintah merupakan suatu tindakan moral atau perbuatan yang

mengendalikan atau mempengaruhi kebiasaan pegawai negeri dan swasta




dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Kegiatan pelayanan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, )asa, dan
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan

kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara
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jujur. tanggung jawab, dan integritas tinggi: b). Melaksanakan tugas dengan
cermat dan disiplin, ¢). Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa
tekanan: d). Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




Pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama
pelayanan vang menyangkut pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat,
kinerja masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain
banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat, seperti menyangkut
prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang lambat, tidak transparan,
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mendorong tugas dan fungsi pegawai pada pelavanan vang baik terhadap

masyarakat. Kinerja pegawai pelayanan publik tentu tidak hanya disebabkan

oleh kurang atau lemah kemampuan pengetahuan, Keterampilan, atau




kecakapan bekerja yang dimiliki, akan tetapi juga dapat bersumber dari sikap
dan perilaku vang kurang baik dari pegawai bagian pelayanan itu sendiri,
Aturan dalam Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada pelayanan
publik secara jelas menjadi tugas bagi pegawai untuk diimplementasikan dan
menjadi pedoman sikap bagi pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan

dan kehidupan schari-han. Pegawai menjunjung tinggi kehormatan serta

keteladanan sikap, tingkahlaku ¢ /\ n dalam melaksanakan tugas

pelayanan publik.

Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tumpuan dalam pelaksanaan

pelayanan publik pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing, Berdasarkan pengamatan kualitas kerja dan disiplin kerja pegawai di

kantor Kecamatan Somba Opu secara umum masih tergolong rendah, vaitu




kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kompetensi dari sikap disiplin
vang tinggi, kinerja yang baik, perilaku bermoral, profesional, sadar akan
tanggungjawab sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat

persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) vang ada di Kecamatan

92
//"'uv“\\

&ZET

[

KaAN DY

18 %o df
 ———— 5

kurang baik. Selain etika pegawai, peralatan juga menjadi salah satu hambatan
dalam memberikan pelayanan.

Pegawal pemerintahan di bagian pelayanan selalu bersentuhan dengan
masyarakat secara langsung, sehingga karakter dan sifat masyarakat yang satu




dengan vang lain berbeda-beda. Kemampuan sikap dan etika pegawai
menunjang sistem pelayvanan publik disuatu instansi pemerintahan, serta
menjadi teladan bagi masyarakat agar taat dan percaya terhadap aturan yang
ada sehingga dapat membantu kelancaran sistem pelayanan publik terhadap

masyarakat.

Upaya meningkatkan etika tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Faktor-faktor apa vang mendukung dan menghambat tugas dan fungsi

pokok pelayanan publik di Kantor Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa?

C. Tujuan Penelitian




1. Untuk mengetahui bagaimana etika pemerintah dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi pokok pelayanan publik di Kantor Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat tugas dan fungsi

pokok pelavanan publik di Kantor Kecamatan Somba Opu Kabupaten




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Implementasi
Implementasi merupakan suatu proses vang berkaitan dengan
kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok yang akan diterapkan oleh

Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Kecamatan Somba Opu Kabupaten
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pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan
(Mulyadi, 2015).
Menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136). Implementasi

menyangkut tindakan seberapa jauh arah vang telah diprogramkan itu benar-



benar memuaskan. Sedangkan Horn (Tahir, 2015:55), mengartikan
implementasi sebagai tindakan vang dilakukan oleh baik individu, pejabat,
kelompok pemerintah atau swasta vang diarahkan pada pencapaian tujuan
yang digariskan dalam kebijakan.

Implementasi menurut Ekawati (Taufik dan Isrl  2013:136)

menyatakan bahwa, definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan

oleh individu/kelompok privat (s publik yang langsung pada

\ san kebijakan yang
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melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan

sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan

dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil,
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Implementasi menurut Syaukani, dkk (Pratama, 2015:229), merupakan
salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara
Biasanya implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan
tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Sedangkan William (Taufik dan Isril, 2013:136) lebih ringkas

menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi
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Menurut Kapioru (2014:105) menyebutkan ada empat faktor yang
mempengaruhi Kinerja implementasi adalah:
1. Kondisi lingkungan (Environmenial Conditions)

2. Hubungan antar organisasi (/nter Organizational Relationship)
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3. Karakter institusi implementor (Characteristic  Implementing
Agencies).
Menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), adapun faktor yang
menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi adalah:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri
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tidak bisa dimasukkan dalam undang-undang tetapi juga dapat mengambil
dari perintah eksekutif penting atau keputusan pengadilan idealnya bahwa
mengidentifikasi masalah yang akan ditangani serta menetapkan tujuan
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vang harus dikejar dalam keramaian untuk menyusun proses
implementasi,

Menurut Mazmanian dan Zabatier, model kerangka analisis dalam
mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga vanable
yaitu:

1) Variabel Independen

\\\‘\“'!, J(

Variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi
dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksana
dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek,

hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya
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mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan
dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang

bersifat mendasar.
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Gambar 2.1 Model Implementasi Mazmanian dan Paul A. Sabatier

N
b Model Implementasi

1. Dukungan teori dan teknologi
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran

3. Tingkat perubahan perilaku vang
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B. Konsep Etika Pemerintahan
Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan
benar sesuai dengan nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat
manusia. Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok sangat berperan
penting dalam hal memiliki kesadaran moral.

Etika berasal darni bahasa Yupani yaitu “ethos’’, yang berarti

ngetahuan tentang akhlak

etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka
yang bekerja pada pemerintahan.
Menurut James J. Spillane (Labolo, 2016:19), bahwa etika

mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku manusia  dalam
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pengambilan moral. Sedangkan menurut Magis Suseno (Labolo, 2016:11),
etika berkaitan dengan moral, ajaran wejangan, khotbah, patokan, kumpulan
peraturan dan ketetapan baik tulisan maupun lisan tentang bagaimana manusia
bertindak agar bisa menjadi manusia yang baik.

Etika adalah adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika
berkaitan dengan kebiasaan hidup yaitu baik pada diri sescorang, masyarakat,
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kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, termasuk para
pemimpin terpilih seperti Presiden, DPR, staf politik, dan pegawai pelayanan
publik (Sumaryadi, 2010},
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Etika menurut Bertens (2013:4) menjelaskan ada 3 arti vaitu: 1) ilmu
tentang apa vang baik dan apa vang buruk serta tentang hak dan kewajiban
moral. 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlaq. 3) nilai
mengenai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Terkai dengan beberapa definisi diatas, Bertens memberikan tiga

pengertian tentang etika yaitu:

2) Kejujuran baik terhadap e p man

3) Keadilan merupakan sikap vang terutama yang harus di perlukan terhadap
orang lain.

4) Kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan .

5) Pengendalian diri.
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6) Nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia dapat
bertindak secara profesional dan bekerja keras.

Berdasarkan uraian diatas tentang pendapat etika pemerintahan
menyatakan bahwa etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku
baik dan benar sesuai dengan nilai keutamaan vang berhubungan dengan
hakikat manusia. Nilai moral yang menjadi pedoman bagi keseluruhan aparat
pemerintah dalam menjalankan

Q/‘(‘ \“AKASS <
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konkret

b. Etika Teologis
Etika teologis adalah bagian dari etika secara umum karena

mengandung berbagai unsur etika umum dan dapat dimengerti jika
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memahami etika secara umum, Misalnya dalam agama Kristen, etika
teologis merupakan etika yang bersumber dan presuposisi-presuposisi
tentang Allah atau yang Ilahi, serta melihat kesusilaan bersumber dari
kepercayaan terhadap Allah Yang Ilahi,

2. Sumber Etika Pemerintahan

c.\ KA
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ditetapkan. Sebagaimana vang telah dikemukakan terdahulu bahwa
pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.
Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

memberikan lavanan vang baik dan profesional (Irsan, 2012:9),
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Menurut Kotler (Litjan Poltak Sinambela, dkk 2011:4), setiap kegiatan
yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang
bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang

dimaksudkan untuk

- u]mmm 2015: 38).

perubahan kepentingan publik sendiri, Pada prinsipnya pelayanan publik harus
selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan masyarakat bagi
pengguna jasa. Akan tetapi pada kenyataanya perbaikan kualitas pelavanan
tidak mudah dilakukan melihat banvak jenis pelayanan publik di negara ini.
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Macam-macam persoalan dan penyebabnya yang sangat bervariasi sehingga
perlu dicari suatu metode yang mampu menjawab persoalan.

Menurut Porwadarminta (Hardiansya, 2011:10-11), berpendapat
bahwa secara etimologis pelayanan berasal dari kata lavan yang berarti
membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang,

kemudian pelayanan dapat di artikan sebagai perihal atau cara melayani,

model dimensi vang idealnya baru memenuhi syarat, apabila:

1) Dimensi harus bersifat satuan yang komperehensif, artinya dijelaskan

secara menyeluruh mengenai persepsi dimensi kualitas yang diusulkan.
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2) Model juga harus bersifat universal, artinya dimensi harus bersifat
umum dan valid untuk berbagai spectrum bidang jasa.
3) Dimensi dalam model vang diajukan harus bersifat bebas.
4) Sebaiknya jumlah dimensi dibatasi.
Menurut Zeithaml, dkk 1990 (Hardiansyah, 2011:46-47). kualitas

pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu: fangible (berwujud),

reability  (kehandalan), respéns ketanggapan), assurance

nsi memiliki indikator
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4) Keahlian petugas menggunakan alat bantu pelayanan.
3. Dimensi ketanggapan (responsiviness), terdir atas:

1) Merespon setiap pelanggan.

2) Pelayanan dengan cepat dan tepat.
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3) Pegawai melakukan pelavanan dengan waktu yang tepat.
4) Respon keluhan pelanggan. Setiap penyedia pelayanan publik
wajib untuk merespon dan menanggapi keluhan pelanggan.

4. Dimensi jaminan (assurance), terdin atas indikator:

|) Jaminan tepat waktu pelayanan,

1) Efekuf \

; ‘r"l-""""':- ek et T

2) Sederhana pada pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat,
tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh
masyarakat yang meminta pelayanan.

3) Kejelasan dan kepastian mengandung arti mengenai:
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1. Prosedur pelayanan.

2. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan tekhnis maupun
persyaratan administrasi.

3. Unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam

memberikan pelayanan.

4. Rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayarannya.

LERS //"'lgv“\\ e
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diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
7) Cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi

masyarakat yang dilayani
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8) Cepat menyelesaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, Keinginan
dan aspirasi masyarakat yang dilayani vang senantiasa mengalami
tumbuh kembang.

Kemudian Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011: 6) mengemukakan

asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari:

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,

agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi
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6) Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak
dan kewajiban masing-masing pihak.

1. Bentuk Pelayanan Publik

Menurut Nina Rahmayanti (2010), ada beberapa standar pelayanan
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Pelavanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu: layanan

dengan lisan, layanan dengan tulisan, dan layanan dengan perbuatan.
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1) Layanan Dengan Lisan
Lavanan dengan lisan dilakukan oleh petugas di bidang hubungan
masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang lain vang
tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada vang

memerlukan layanan.

2) Layanan Dengan Tulisan
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Munculnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanva
kepentingan dan bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik
vang dilakukan juga bermacam-macam. Munurut Hardiansyah (2011: 23),
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jenis pelayanan umum atau publik yang diberikan pemerintah terbag
dalam tiga kelompok, yaitu:
1) Pelavanan Administratif
Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan bebagai
bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik. misalnya: pembuatan

Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta

pelayanan sosial.
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Menurut Dina Rahmayanti (2010: 89) standar pelayanan sekurang-
kurangnya meliputi;
1) Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan vang dilakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan mengikuti aturan yang ada pada suatu layanan.

2) Waktu Penyelesaian

sejak saal pengajuan
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etapkan ber
pengetahuan. keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang

dibutuhkan oleh penerima layanan.




30

D. Kerangka Pikir
Menurut Sugiyvono (2014), kerangka fikir adalah bentuk strategi
konseptual yang mengaitkan antara teori dengan berbagai faktor
permasalahan yang dianggap penting untuk diselesaikan, sehingga lebih
mengacu pada tujuan penelitian tersebut dijalankan.

Ada beberapa indikator landasan teonn dalam

menegmbangkan etika pada pe ,./\ blik vaitu kejujuran, keadilan,

kekuatan moralitas. dar

\\\\\“ i lll[///

2. Ekstefnal
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Terwujudnya Kualitas Etika Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
Pokoknya Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Gambar 2.2 Kerangka Fikir (Diolah oleh peneliti 2021).



E. Fokus Penelitian
Menurut Moleong (2014:97), fokus peneliian merupakan ini yang
didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh
dari studi kepustakaan ilmiah.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian implementasi etika

pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pelayanan publik di
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BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Tempat atau lokasi penelitian yaitu di kantor Camat Somba Opu

Kabupaten Gowa, JI. Sirajuddin Rani No. 71, Kelurahan Bonto-bontoa,

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu,
landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum

tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian,

serta memahami dan menjelaskan implementasi etika pemerintah dalam
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pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pelayanan publik di Kecamatan
Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian adalah studi kasus yang dimaksudkan untuk
mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan

posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi

wawancara dengan informan di Kantor Camat Somba Opu. dan

masyarakat di wilayah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
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2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data vang tidak langsung dari
informan memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder
digunakan untuk mendukung informasi yang di dapatkan dan sumber data
primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, dokumen, penelitian terdahulu,

iahan yang berkaitan dengan masalah
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mendapatkan data yang akurat, schingga tanpa mengetahui teknik
pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data vang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan

dokumentasi.
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1. Tekmk Wawancara (inferview)
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan

pertanyaan kepada informan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan

yang telah diberikan,

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang

implementasi etika pemerintah d ‘A sanaan tugas dan fungsi pokok

TR

fungsi pokok Pelayanan Publik di Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa,
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2. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu metode atau cara menganalisis dan
melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya
terbatas dari orang, tetapi juga obyek alam yang lain (Sugivono, 2010).
Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data menggunakan metode

observasi sangat dibutuhkan untuk memastikan objek yang diteliti secara

langsung.
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dapat
berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang
Dokumen yang berbentuk tulisan dan gambar misalnya catatan harian,

sejarah kehidupan, biografi, foto, peraturan dan kebijakan. Studi dokumen
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merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara
(Sugiyono, 2016). |
Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari kantor Camat
Somba Opu dan masyarakat, berupa data, foto, laporan kegiatan etika
pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pelayanan publik

atau segala bentuk dokumentasi vang merekam aktivitas etika pemerintah
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Menurut (Miles dan Huberman, 1992), Proses analisis data vaitu
meliputi aktivitas pengumpulan data, dara reduction (reduksi data) dara
display (penyajian data), dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan,

adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:
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. Pengumpulan Data

Data vang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka
dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari
dokumen, rekaman biasanya di proses melalui pencatatan, pengetikan,
penyuntingan, atau alih tulis.

. Reduksi Data (Date Reduction)

Mereduksi data berarti g
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penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data vang
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telah disajikan. Dari data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan
penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta
diugi validasinya.
G. Teknik Pengabsahan Data
Pada penelitian kualitauf penelitt harus mampu mengungkapkan
kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif

sangat penting, Hal tersebut bertu manguicur tingkat kepercayaan

dari informan penelitian menjadi sumber data primer yang lebih valid, tuntas,
dan pasti sechingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan terkait dengan
Implementasi etika pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok
pelayanan publik di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.




BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Somba Opu
1. Latar Belakang Terbentuknya Kecamatan Somba Opu
Sejarah Terbentuknya Kecamatan Somba Opu dimulai dari

pembagian Distrik Tombolo (Wilayah Somba Opu, Pa’baeng-baeng,

\\\\mhh
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Pandang yang meliputi:
1. Kelurahan Sungguminasa
2. Kelurahan Katangka

3. Kelurahan Samata
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b. Sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu yang meliputi:

Kelurahan Tamarunang

2. Wilayah Kecamatan Somba Opu sebagal mana dimaksud dalam ayat

(1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tamalate dan

wilayah Kecamatan Bonto

3. Dengan di bentuknya

mba Opu maka wilayah

Kecamatan T Bontomarannu
dikurangi imana yang
di <
4 A )
]
..
)
o i
| ! s |
i yl
g
— : v i 1
_Ir‘
- |
i KECAMATAN SOMBAOPU |

Gambar 4.1 Pera Kecamatan Somba Opu (Diolah oleh Penefiti 2021)
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Kecamatan Somba Opu terbagi beberapa wilayah bagian yakni

14 Kelurahan yaitu sebagai berikut:

1.

7}

Kelurahan Sungguminasa
Kelurahan Bonto-Bontoa
Kelurahan Batangkaluku
Kelurahan Tompobalang

. Kelurahan Katangka

inovatif menuju masyarakat yang mandiri
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b, Misi

I. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di bidang
pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan
masvarakat, ketentraman dan ketertiban serta kesekretanatan.

2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat,

(9, 720N
\%’ Organ o Kecam  of
s,
“xaaN DR

-II. Si_f ACHTT] I 2T

5. Lokasi Kantor €

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Pos 92114,




6. Daftar Nama Pegawai Kantor Camat Somba Opu

Nama-nama pegawal Kantor Camat Somba Opu sesuai dengan daftar

jabatan adalah sebagai berikut;
No Nama Jabatan
1 | AGUSSALIM, S.So0s..M.Si Camat
2 | KARMILA, S.STP.,M.Adm.Pemb Sekretaris Camat
3 | Hj. SULEHA, S.IPem M.Si Kasi Pemerintahan
4 | SYAMSINAR, S.Sos Kasi Pelayanan Umum
5

P' ¥
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B. Implementasi Etika Pemerintah Dalam Melakukan Pelayanan Publik di
Kantor Kecamatan Somba Opu
Kantor Camat adalah salah satu wadah bagi masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan dan juga sebagai salah satu sarana dalam
mendapatkan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kecamatan Somba Opu

juga telah membenkan ruang pelayanan publik yang menjaga dan
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Kecamatan yang membutuhkan pelavanan di kantor Camat Somba Opu.

Berikut kutipan wawancara Camat Somba Opu terkait dengan
pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Camat Somba Opu sebagai
berikut:



“.....Proses pelayanan publik yang dilakukan di Kantor Camat
Somba Opu telah dijalankan sesuai dengan prosedur pelayanan
yang ada dan menjaga etika pemerintahan yakni memberikan
pelayanan secara terbuka dan transparansi sesuai kebutuhan
masyarakat yang datang dilayani dan kita sebagai pelayan
masyarakat terbuka dan tidak ada yang ditutupi demi
meningkatkan proses pelavanan yang baik di Kantor Camat
Somba Opu’” (Wawancara A, 08 Februari 2021),

Berdasarkan hasil kutipan pwawancara di atas, maka dapat
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memilik
membutuk
dalam melayani berbagai bentuk kebutuhan masyarakat sehingga
pemerintah harus mempunyai ruang dimana masyarakat mampu

mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
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Berikut kutipan wawancara pegawai kantor Camat Somba Opu
mengenai keterbukaan pelayanan dan informasi pelavanan publik sebagai
berikut:

i Kami sebagai pegawai yang bertugas di pelayanan publik

tentunya ada aturan atau regulasi vang kami jadikan acuan dalam

memberikan pelayanan yang harus mengacu pada Standar

Operasional Pelayanan (SOP) dan semua informasi yang
lalu s:ap memberikan dengan
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“...Sava pernah datang di kantor Camat Somba Opu dengan
maksud ingin mendapatkan informasi terkait data bantuan sosial
bagi masyarakat kurang mampu, Alhamdulillah pegawai
pemerintahan dibagian pelayanan disana merespon dengan baik
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namun tidak memberitahukan data tersebut secara terbuka
dengan alasan tidak memiliki data real ™ (Wawancara S, Tanggal
09 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan

bahwa pegawai kantor Camat Somba Opu sudah melayani masyarakat

namun yang menjadi tujuan utama atas data bantuan sosial tidak

memberikan pelayanan yang cepat terhadap masyarakat yang
membutuhkan pelayanan baik pelavanan tentang administrasi
maupun pelayanan lainnya di wilayah Kecamatan Somba Opu”™
(Wawancara A, Tanggal 08 Februari 2021),



Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah
Kecamatan Somba Opu telah menerapkan nilai dan etika pemerintahan
sesual dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam memberikan
pelayanan bagi masyarakat.

Pegawai kantor Camat yang bekerja di bagian pelayanan

menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan

\&P\KAb S,q
'-"" \\\A"" ///

tanpa ada masyarakat yang merasa dibeda-bedakan.

Keadilan adalah salah satu bentuk tindakan seseorang yang lahir
dari perilaku kebiasaan dalam memberikan pelayanan publik seperti di
Kecamatan Somba Opu. Dalam hal ini, pelayanan publik di kantor Camat
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Somba Opu telah dijalankan sesuia dengan Standar Operasional
Pelayanan (SOP) schingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
Berikut kutipan wawancara masyarakat Kecamatan Somba Opu terkait
tentang keadilan vaitu sebagai berikut :

“....Waktu saya dilayani di Kantor Camat Somba Opu
pegawainya sangat baik dan ramah karena semua masyarakat

vang di beda bedakdn & spﬁialkan, schingga saya
merasa bah /- g dittunjukkan pegawai itu
| iar kita merasa
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pelayanan yang beriorentasi pada Standar Operasional Pelayanan (SOP)

dengan tetap menjaga etika agar semua bentuk pelayanan yang ada
berjalan dengan baik.
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3. Kekuatan Moralitas
Pelayanan publik selalu terikat dengan etika, dan keterikatan
antara etika dan pelayanan tidak dapat dipisahkan karena pelayanan
tanpa etika maka tidak akan berjalan dengan baik sebab etika memiliki
pengaruh yang cukup besar pada pelayanan.

Benkut kutipan wawancara bersama Camat Somba Opu terkait

dengan moralitas adalah

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan

bahwa, kebijakan pemerintah dalam mengambil suatu tindakan dalam
pelayanan publik merupakan salah satu cara untuk tetap menjaga agar

pelayanan lancar namun masih ada masyarakat kurang setuju.
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Etikka pegawai yang memberikan pelayanan  sangat
mempengaruhi kelancaran sebuah pelavanan pada suatu instansi untuk
menjadi ruang bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang
baik. Bemkut kutipan wawancara bersama pegawai di kantor Camat
Somba Opu sebagai berikut:
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Berikut kutipan wawancara masyarakat sebagai berikut;

“....Saya pernah datang di kantor Camat membutuhkan
pelayanan mengenai pengurusan ijin usaha, saya tidak terlalu
direspon dengan baik oleh pegawai yang menangani pelayanan
karena pada saat itu saya lupa membawa salah satu
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persyaratannya lalu sava pulang mengambil berkas tersebut dan
setelah saya sampai di kantor katanya komputer lagi
‘bermasalah. Terpaksa saya pulang dengan hati yang sabar dan
sedikit kecewa’". (Wawancara A, Tanggal 09 Maret 2021).
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan

bahwa, pegawai dibagian pelayanan memberikan pelavanan vang tidak
memuaskan bagi masyarakat sebab ketersediaan alat yang memadai

..1-.51-"7‘:-»

serjalan sesual dengan

prosedur yang ada. Pemerintah dalam hal ini pelayan masyarakat
harus mampu mnyesuaikan diri baik dilingkungan masyarakat
maupun di lingkungan kantor pelayanan seperti di kantor kami di
Somba Opu’", (Wawancara A, Tanggal 08 Februari 2021),




Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan
bahwa, pihak pemerintah telah menyediakan layanan dengan tetap
memperhatikan etika dalam memberikan pelayanan sehingga sistem yang
diterapkan mengacu pada konsep pelayanan vang ada dengan berbagai
bentuk salah satunya pengendalian emosional.

Pengendalian diri adalah sikap yang dapat memberikan salah satu

yang berbeda-beda disaat membutuhkan pelayanan.

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kantor Camat

Somba Opu sangat banyak dan layanan yang dibutuhkan juga berbeda-
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beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.
Berikut kutipan wawancara bersama dengan masyarakat yaitu:

**__..Salah satu usaha sava dalam mendapatkan pelayanan publik
tanpa harus melawan perarutan yaitu sava harus menyadari
bahwa, di kantor Camat Somba Opu bukan cuman saya yang
dilayani namun banvak masyarakat butuh pelayanan. Jadi, sava
harus mengetahui aturan vang ada dan tidak terpancing emosi
apabila ada masyara /,‘\ idak mau mengikuti dan berusaha
mendahului sayd da \\\ harus bersabar menunggu

Wawancara A, Tanggal

..—:l vvvvvvvv

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik di kantor Camat

Somba Opu adalah adanya kerja sama antara pihak pemerintah, pegawai
dan masyarakat. Berikut kutipan wawancara bersama pegawai di kantor

Camat Somba Opu, sebagai berikut;



56

**._.Saya dan beberapa pegawai vang ada di kantor Camat
Somba Opu selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik
bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan tentunya
saya terus mengingatkan kepada para pegawai yang menangani
pelavanan agar selalu mengacu pada Standar Operasional
Pelayanan (SOP) dan jika ingin mewujudkan pelayanan vang
baik tentunya sebagai penyedia/pemberi layanan dan penerima
layanan ada kerja sama) baik pada pemahaman atas aturan

pelayanan maupun
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layanan. Berikut kutipan wawancara bersama pegawai kantor Camat

Somba Opu vaitu:

“_ Kami selalu membutuhkan dukungan baik dari sesama
pegawal maupun masyarakat. Sebab, pelayanan publik yang




57

kami jalankan di Kantor Camat Somba Opu tidak akan berjalan
dengan baik apabila tidak menjalin sebuah kerjasama. Adapun
kerjasama yang kami lakukan yaitu pada persediaan alat di ruang
pelayanan. Bentuk kerjasama ini dilakukan sama masyarakat
vang menyediakan alat seperti meja dan kursi. Bentuk ini sangat
memberikan pengaruh dan dukungan bagi kesuksesan
pelaksanaan tugas pada bagian pelayanan di Kantor Camat
Somba Opu™. (Wawancari S, Tanggal 08 Maret 2021),

Berdasarkan has; maka dapat disimpulkan

at berpengaruh terhadap

bahwa kerjasama
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pegawai dalam memberikan pelayanan.
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D. Faktor Penghambat Tugas Dan Fungsi Pokok Pelayanan Publik Di
Kantor Camat Somba Opu
1. Faktor Internal
Faktor internal merupakan factor yang terdapat dari dalam
diri, lingkungan maupun suatu lembaga/instansi. Ini menjadi salah
pengaruh baik pada tindakan,

ng dalam mengambil suatu

satu bentuk yang dapat memben

Py, QNN
n

//!l‘ m W
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dengan aturan, tapi tetap mengedepankan perilaku bijaksana
dalam memberikan pelayanan serta menjunjung nilai nilai

moral yang baik terhadap masyarakat vang datang
membutuhkan pelayanan dikantor camat Somba Opu™.
(Wawancara A, Tanggal 08 Februari 2021),
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Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, nilai
atas tindakan yang ditunjukkan oleh pegawai sangat baik dan
mengedepankan etika dalam meberikan pelayanan.

Tindakan atau perbuatan akan melahirkan sebuah nilai vang
bisa memberikan dampak terhadap apa vang ingin dicapai, sehingga

nilai ini akan terlihat jika sikap seseorang itu ada Bernkut kutipan
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prorses  pelayanan. Benkut kutipan wawancara masyarakat
kecamatan somba opu vaitu sebagai berikut:
**....Saya sebhagal masyarakat harus taat atas aturan yang
diberlakukan dibagian pelayanan dan tentunva saya harus
bersikap baik sesuai aturan yang ada, dan alhamdulillah pada
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saat saya datang dikantor camat saya mendapatkan pelayanan

dengan baik dan pepawainya juga ramah dan sangal sopan

serta melakukan dengan cepat dan tepat’’. (Wawancara A,

Tanggal 09 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan
bahwa, tidak semua masyarakat taat dengan aturan vang ada dan

tidak sedikit telah memahami dan menaati aturan yang ada.

. Faktor Eksternal
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erat hubungannya dengan kecamatan. Berikut kutipan wawancara

bersama Bapak Camat Somba Opu yaitu sebagai berikut:

**....Pelayanan Publik merupakan salah satu kegiatan yang
dilakukan di Kantor Camat Somba Opu dengan berbagai
macam bentuk aduan atau kebutuhan masyarakat sehingga
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kami sebagai pelavan masyarakat juga mendapatkan berbagai
kondisi dan karakter masyarakat yang berbeda beda baik dari
segi  psikologis maupun dari pengaruh social budava
lingkungan masyarakat tersebut. Kami terkadang mendaptkan
masyarakat yang sulit menaati aturan atau regulasi pelayanan
karena adanya pengaruh dan pihak keluarga maupun pihak
lain sehingga kami harus menghadapi dengan bijak. Kami
Juga akui bahwa pengaruh social dan budaya masyarakat

_ tya memberikan pengaruh pada
proses pelayanan karena di Kantor Camat Somba Opu
berbagai karakter masyarakat yang biasa datang dan memiliki
sikap yang berbeda-beda schingga kami sebagai pegawai
harus mampu menyikapi dengan bijak tanpa harus merugikan
orang lain dengan tetap mengacu pada aturan pelayanan vang
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ada dikantor kami. Meskipun pengaruhnya sangat besar,
seperti ketika ada masyarakat tidak mau antrian langsung
menerobos masuk tentunya ini bisa memicu adanya keributan
sesame masyarakat dan kami harus berlaku bijak
menghadapinya menjalankan prosedur pelavanan dengan
baik dan bemar tanpa ada yang dibeda bedakan™.
(Wawancara S, Tang_gal 08 Maret 2021),

Berdasarkan hasil ara di atas dapat disimpulkan

ngan masyarakat sangat

pegawainya bilang komputer lagi bermasalah bermasalah
schingga masyarakat yang lain juga ikut terhambat atas
persoalan komputer dan tidak ada tindakan pegawai dalam
mengatasi hal tersebut”. (Wawancara A, Tanggal 09 Maret
2021).
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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti
menyimpulkan bahwa :

I. Tmplementasi etika pemerintah pelaksanaan tugas dan fungsi
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pemerintah untuk pelayanan publik yang lebih baik vaitu:
I. Perlu penambahan peralatan kantor seperti komputer untuk memperlancar

pelayanan di Kantor Camat Somba Opu.



2. Perlu meningkatkan etika dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
vang membutuhkan pelayanan.
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